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KEPUTUSAH BUPATI HALfiIIAHERA EARAT

NOMOR : 1S* IKPTSM f 2024

TENTANG

PEMBTNTUKAN POS KSMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA.ERUP$I GUNUNG API IBU
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPAI HALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan siaran pers Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor: 371KM.05/BGL12O24, yang menyatakan bahwa
berdasarkan hasil pemantau*n visual dan instrumental yang menunjukan terjadinya
peningkatan aktivitas vulkanik pada G. lbu dinaikan dari Level lll (Siaga) menjacii
Level lv (Awas) terhitung rnulai tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 15.00 WlT, maka
guna penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu, dan
akuntabel perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api
tbu di Kabupaten Halmahera Barat;
bahwa SK Bupati Halmahera Barat Nomor : 98lKPTSll/12024 tentang Pernbentukan
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api lbu di Kab. Halmahera
Barat tanggal 20 Mei 2024 dalam perkembangan perlu dilengkapi dan disesuaikan
dengan situasidan kondisi di lapangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huru{ b,
perlu menetapkan Keputusan Bupati Halrnahera Barat tentanE Pembentukan Fos
Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api lbu di Kabupaten Halmahera
Barat"

UndanE-undang Nomor $0 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang NomCIr

23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah $watantra Tingkat lf
Dalam Wlayah Swatantra Tingkai I Maluku Menjadi Undang-Undang;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maiuku Utara, Kahupaten
Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera
Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten $ula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara

{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tarnbahan Lembaran
Negara Reputrlik lndonesia Nomor 4937);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2$07 tentang Penanggulangan Bencana

{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahr,ln 2007 Nomor 66, Tambahan Lemharan
Negara Republik lndonesia nornor 4723);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana {Lembaran [\egara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
42,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4828);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ilembar*n
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 5679);
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7. Undang-Undang Ncr*or 1 Tahun 2*22 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

I. Peraturan Pemerintah Nomcr ?t Tahun 2008 ier':tang Penyel*nggaraan
Penanggulangan Bencana;
Peraiuran Peme**tah Nomor 22 Tahun 2$fi8 tentang Pendanaan da* Pengelalaan
Bantuan Sence*e;
P*raturan Pemerlntah Namcr 12 Tahun 2019 tentang Pe*gelola*n Keuangan Daerah;
P*raturar: Manter: lt*ua*gan Repuhlik lndonesia N*mor 1*5lP&3K.*51?*13 tentanq
Mekanisr*e Pelaksanaan A*ggaran Pe*angEulangsn Be*can*;
Peraturan Menteri Dalar* Negeri Namor 12* Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
peraturan Mente$ Dalann Negeri Ncrnor SS Tahun 2015 tentang P*mbentr.rkan Produk
Hukum Daerah.
Peraluran trdanteri Dalam Negeri N*m*r 77 Tahu* 20?* Te*ta*g Ped+*r*n T*k*is
Pengelolan Keua*gan Daerah;
Peraturan Badan Nasional Penanggulaftgan Benca*a Norncr 4 Tahun 2020 tentang
Penggunean Da** Siap Pakai;
Peraturan Kepala Sedan Nasianal Penanggulailgan Bencan* Ncmor g Tahun 2008
tent**g Prcsedur T*tap Tim R*aksi eepat *ada* Na*i*nal P*r':anggr:langan
Bencana;

16^ Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Barat N*mcr $ T*hun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkai Daera* Kabupaten Halmaher* Barat.

't7. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor, $0/KPTS/1V12fr24 Te*tang Penetapan
Slatus $iega D*rurat Be*eana Erupsi *unung Api tbu di K*can:at** lbu Kabupaten
Halmahera Bar#;

18" Keputusa* *upati Halmahera Barat Ncmcr: SE lKptsl1ll2024 tentang Penetapan
Status Tanggap Dar*rat Bencana Erupsi Gunung Api lbu di Kab. Haimahera Barat;

Memperhatikan. 1. Siaran pers Kepala Sadan Gealogi Kement*rian Energi dan S*n*ber *aya Mineral
Nomor: 3?IKM.*5IBGU2*24, kenaika* Ti*gkat Aktivitas Gunu*g lbu, l*almahera
Barat dari Levef lll {Siagai Menjadi L*vel lV {Awas} Tangggal 1S Mel 2$24 Pukul
15.00 wlT;

?. -Hasil rapat Fos Komand* Tanggap Darurat Erupsi Gunung Api tbu dan BNPB tgl 12

iuni 2024 sepakat ffiernperpanjang Fr*etapan status tanggap ciarurat seiarna 7
{tujuh} hari dan Penambahen Sida*g Sekretariat serta Bidang Akuntahilitas dan
keuangan pada SK Pos Kcmand* T*nggap Darurat Bencana Erupsi Gur:ung Api lbu
di Kabupaten Halmahera 3arat,
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Membentuk Pss Komando Tanggap ilarurat Bencana Erupsi Gunung Api lbu di

Kahupaten Halmahera Barat dengan susunan dan keanggataan sebagaimana
tercantum dalam Lamoiran Keouiusan ini.

Pos Komando Ta*ggap Darurat Gunu*g Api lbu sebagaimana din'laksud pada
Siktum Kesatu mempunyai tugas dengan tetap berpedoman sesuai keteniuan
peraturan perundang-undangan yang bedaku;

$ei*ruh l*fcnr:asi kepada publik terkait situasi dan kondisi be*cana erupsi
sebagaimana dimaksud Dildum Kesatu diiniormasikan cleh Kcma*dan Posko
danlatau pejabat lai*nya yang ditunjuk.
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Segala biaya yang tin'rbul sebagai akibat dikeluar"kan keputusan ini, dibebankan pada

Anggaran Pend*paian Seianja *aerah iAPBDi nr*iaiui Beianja Ti<iak Terduga Kab.

Hatmahera *arat, serta sumber iain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan peru*deng-undanga* yang bertak*.

Dengan berlakunya Keputusa* ini. maka Keputusan Bupali Halry:ahera Barat Nomor

*SiKPTSilita*z4 t*r::ang f**{bentuka* F*s Kcma*dc Ta*ggap Darurat Sencana

Erupsi Gunung Api lhu di Kabupaten Halmahera Barat tanggal ?S Mei 2A24

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini *ulai beriaku seiak tar:ggal ditetapkan dan apabila dikemudia* hari

terdapat keketlruan didatamnya r*aka aka* diiakukan p*rbaika* sebagaimana

mesiinya.

Tembusa* dis*mg*ika* kepada Yth :

1. Kepala Badan Nesi*r'*al Penanggul*ngan Sencana {SNPB} RldiJ*karta.
2. Gubernur Provinsi Maiuku Utara di S*fifi.
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barai di Jailaio.
4. Kepala Pelaksa*a Badan Penangguianga* Benc*na Daerah ProvinsiMaluku Utara di Sofifi;

5. Kepaia P*laksarta BFBD Kab. Hailt=hera Barai di Jaiiola,

Ass. tsirl. Aeim. Urii*r*
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 108/KPTSI Vl 12424
TANGGAL : 12 JUNI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA ERUPSI GUNUNG API IBU DI

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

:1 BUPATI HALMAHERA BARATI" PENGARAH

II. KOORDINATOR UMUM
WAKIL KOORDINATOR

ANGGOTA

III. KOMANDAN POSKO

WAKIL KOMANDAN POSKO

IV. SEKRETARIS POSKO

V. BIDANG-BIDANG

A. BIDANG DATA, INFORMASI DAN
YCTi IAI\L T UA
AI\(>Lf,\J I,a

B BIDANG EVAKUASI
KETUA
ANGGOTA

C. BiDANG PELAYANA|'i KESEHA.TAN
KETUA

ANIGGOTA

D. BIDANG UOGiSTiK DAiii PERAT-ATaN
KETUA
ANGGOTA

2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

SEKRETARTS DAERAH EX OFFICIO KEPALA BPBD
1. PARAASISTEN SETDA KAB. HALMAHERA BARAT
2. PARA STAF AHLI KAB. HALMAHERA BARAT
SELURUH OPD LINGKUP PEMKAB HALBAR

DANDIM 1501 TERNATE - HALBAR

KAPOLRES HALMAHERA BARAT

KEPALA BPBD KAB. HALMAHERA BARAT

HUMAS:
KADIS DI NAS KOM I N FC DAI'.I I NFO RIb4AS .AB, HALBAR

:1. BP3D KAB. HALBAR
2. DPMPD KAB. HALBAR
3. BADAN KESBANGPOLDA KAB. HALBAR
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB- HALBAR
5. DINAS SOSI.AL, P3A KAB. HALBAR
6. BPBD KAB. HALBAR
7. BAGTAN TAPEivI SETDA KAE. HALBAR
8. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA HALBAR
9. BAGIAN HUKUM DAN ORGS SETDA KAB. HALBAR

10" ORARI KAB. HALBAR
1 1. KEPALA POS PENGAMAT GUNUNG API IBU

; i(ASATPOL PP DAN DAfuiKAR KAB. HALBAR
: 1. POLRES HALMAHERA BARAT
2. KODIM 1501 TERNATE - HALBAR
3 BADAN KESBANGPOLDA KAB. HALBAR
4. DINAS PUPR KAB. HALBAR
5. TRC

: KEPALA DINAS KESEHATAN KAB, HALMAHERA BARAT
: 1. DIREKTUR RSUD KAB. HALMAHERA BARAT
2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAI'J KB KA.B. HALBAR
3. KEPALA PUSKESMAS
4. PMI HALBAR

: KEPALA BPBD KAB. HALMAHERA BARAT
: ,I. BKAD KAB. HALBAR

2. DINAS SOSIAL, P3A KAB. HALBAR
3. DINAS PUPR KAB. HALBAR
4. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAI\I PANGAN KAB. HALBAR
5" BAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN KEUA.NGAN SETDA HALBAR
6. PiLAR KTMENTERIAN $OSiAL Ri (TAGANA, PKii, PTKSO$, TKSK;

E. BIDANG TRANSPORTASI
KETUA : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB, HALBAR
ANGGOTA :1. BKAD KAB. HALBAR

2. DINAS KOMINFO KAB. HALBAR
3. DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR
4. D|NAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALBAR
5. SATPOL PP DAN DAMKAR KAB.HALBAR
6. ORGANDA KAB. HALBAR

F. BIDANG PENGUNGSI
KETUA : KEPALA DINAS SOSIAL P3A KAB. HALMAHERA BARAT
ANGGOTA ; 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. HALBAR

2. DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR
3. BKAD KAB. HALBAR
4. DPMPD KAB. HALBAR
5. SATPOL PF KAB. HALBAR
6, BADAN KESBANGPOL KAB. HALBAR
7. BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. HALBAR
8. DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB, HALBAR
9. BADAN KEPEGAWAiAN DAN DIKLAT KAB" HALBAR

10. IhISPEKTORAT DAERAH KAB. HALBAR



n

11. EAGTAN KESRA DAI{ TEilAGA K=RJA t(AB. HALBAR
T2. CAMATTAEAFU
13. CA&*AT ISU
14" CAMAT IBU SELATAhI
.I5. idAP*LSEK;BiJ
16. DANRAMIL IBU
17, PIIAE KEMTNTERIAfiI SOS'AL HI TAGANA, PH}i, PEKSCS, TKSK}

G" B'*A'.{G E=I{ABILiTASi :$IFftASTRUKT{JH
KETIJA

ANGGCTA

FJ. BIDANG PEMULIHAN
KETUA
ANGGOTA

BIDANG KEtsERSIHAN
KETUA

Ai'JGGCTA

BI}AruG SEKftETARTAT
KETI.-JA

ANGGCTA

}L BISTITJG AKU*TTAE'LITAS BAr{ KEqJA$G}I*I
Kf,TUA
ANGGCTA

KADiS PUPR KAB, HALf,{AHTRA B&RAT
1. DIFIA$ PERKiM DAI.J LH X}.8, HAL*AR
2. 8P3T KAB. HALEAR
3. BAGiAI{ IJLF STTDA XAB HALfiAR

KIPALA BP3D KA8. HALBAR
1. DINAS KESEHATAII KAE- HALEAR
2. DINA$ PERUMAHAN 

'AN 
I-INGKUNGAN HIDUP KAB. HALBAR

3. D}NAS PU DAN PEhIATAAN RUANG KAB. HAI.tsAR
4. DiNAS PARIWISATA, KTPTMUDAAT,i SLAHRAG.4 KAB. HALBAR
5" DINAS PERTATIIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALBAR
6. 

'}}I{AS 
PERPUSTAKAAN. KIARS'PAT,J KAB, HALBAR

7, *PI*FTSP KAA. HALBAR
8. $EKRETARIATDPRtr KAB. H&LBAR

K,A.DI$ PERUMAHAN, KAWA$AN PEMUK}TdAhI DANi LII{GKUNGAN
H}DUP KAB. HALBAR
1. $ATPO!_ PF D.AN DAMKAR #.F t1413.p.q
2" BAGIAN UMUM, PERENC SAFJ KEUAhIGAN S=TSA KAE-}iALAAR
3- FCAM KAB" I.{ALBAR

: KABAG UMUM. PIR=hICANAAN DAN K=UANGAN S[T]A KAS. HALBAR
: |G.3AG HUMAS DAti PROTOKOLER SITDA t<AB_ HALBAR

J.

: lI'ISFEXTUR INSFEKTGRAT KA8. tIALSAR
: XEFAL"4 EKAD K43. HALSAR

tsUPATI

"Jab*t*n A 
Par*f

Plh.Sekretaris Da+r*h TB,
Ass- Bid. Adm. U*rr* W
Kepala BPBD a-
i*spektur inspefti*rat

/"
l{abag }tuttrn & Srg*

W


